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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin bagi anak di bawah umur diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Peraturan pelaksana berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur secara teknis prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin, yang meliputi: (a) kewajiban hakim untuk memberikan nasihat kepada pemohon tentang risiko perkawinan anak; (b) kewajiban hakim untuk mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi; (c) kewajiban hakim untuk memastikan tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan; dan (d) kewajiban hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Perma ini juga mengatur bahwa hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau ahli lainnya untuk membantu mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin.
1. Pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk telah memenuhi ketentuan formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.Hdalam memeriksa perkara ini telah mempertimbangkan: (a) kewenangan mengadili berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 3 Tahun 2006; (b) kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai orang tua kandung kedua calon mempelai; (c) alasan permohonan yaitu hubungan yang sudah sangat dekat dan kekhawatiran orang tua akan terjadinya pelanggaran norma agama; (d) ketiadaan paksaan berdasarkan keterangan kedua anak di persidangan; (e) ketiadaan halangan perkawinan; dan (f) kesiapan ekonomi calon suami yang memiliki penghasilan Rp4.500.000,-/bulan. Keunikan perkara ini dibandingkan dengan perkara dispensasi kawin pada umumnya adalah bahwa dispensasi dimohonkan untuk kedua calon mempelai sekaligus karena keduanya masih di bawah 19 tahun, serta alasan permohonan bukan karena kehamilan melainkan bersifat preventif. Meskipun Hakim telah menyarankan penundaan perkawinan hingga usia 19 tahun, namun kedua anak tetap pada pendiriannya sehingga Hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar.
1. Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019, meskipun dengan beberapa keterbatasan. Aspek-aspek yang telah terpenuhi meliputi: (a) mendengarkan pendapat anak secara langsung di persidangan; (b) memverifikasi ketiadaan paksaan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi; (c) memberikan nasihat komprehensif tentang risiko perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga; (d) menyarankan penundaan perkawinan hingga usia 19 tahun; dan (e) memverifikasi kesiapan ekonomi dan ketiadaan halangan perkawinan. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang belum optimal, yaitu: (a) tidak adanya rujukan kepada psikolog atau konselor profesional untuk menilai kesiapan psikologis anak; (b) pertimbangan terhadap kelanjutan pendidikan anak yang masih minimal; dan (c) tidak adanya syarat atau rekomendasi pasca-penetapan. Implementasi prinsip ini juga menghadapi tantangan dari aspek normatif (keterbatasan kewenangan hakim), institusional (keterbatasan akses psikolog, beban kerja), dan sosial-kultural (stigma sosial, nilai agama, rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak perkawinan anak).
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Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:
1. Kepada Mahkamah Agung, disarankan untuk melakukan revisi terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2019 dengan menambahkan ketentuan yang lebih detail mengenai kriteria "alasan sangat mendesak" agar tidak ditafsirkan terlalu luas, serta memberikan kewenangan kepada hakim untuk mencantumkan syarat-syarat tertentu dalam amar penetapan dispensasi kawin seperti kewajiban melanjutkan pendidikan, pemeriksaan kesehatan berkala, atau pendampingan dari lembaga perlindungan anak. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk mewajibkan rujukan kepada psikolog atau konselor profesional dalam setiap perkara dispensasi kawin guna memastikan kesiapan psikologis anak dapat dinilai secara objektif.
1. Kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, disarankan untuk menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta organisasi profesi psikolog di Kabupaten Deli Serdang untuk memfasilitasi akses hakim kepada layanan psikolog atau konselor dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Pengadilan juga perlu meningkatkan kedalaman pertimbangan hukum dalam penetapan dispensasi kawin, khususnya terkait dampak jangka panjang perkawinan terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anak, terutama untuk perkara yang tidak beralasan kehamilan sehingga memiliki ruang lebih besar untuk mendorong penundaan perkawinan.
1. Kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak serta pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang matang secara fisik, mental, dan ekonomi. Program sosialisasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan untuk mengubah persepsi masyarakat yang masih memandang perkawinan sebagai satu-satunya solusi bagi hubungan anak yang sudah terlalu dekat. Selain itu, perlu dikembangkan program pendampingan bagi pasangan yang telah menikah melalui dispensasi kawin untuk memastikan kesejahteraan anak dan keluarga pasca-perkawinan.
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